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BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN

Menimbang

Mengingat

o

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

bahwa untuk menjamin dan meningkatkan kelancaran penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa secara berdaya guna dan berhasil
guna sesuai dengan perkeimbangan keadaan, maka perlu mengatur Persyara-
tan, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa ;

bahwa sesuai Pasal 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan
Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa, periu diatur dengan Peraturan Daerah ;

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1050 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839) |

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat |l Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat Il
Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3221) ;

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1898 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan

Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri
Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang
Nomeor 5 Tahun 1979 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristiahan Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Dan Kelurahan ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman

Umum Pengaturan Mengenai Desa |

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN ............cooeee
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MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PERSYARATAN,
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBER-
HENTIAN KEPALA DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Tegal ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan

Eksekutif Daerah ;

Bupati adaiah Bupatl Tegal ,

Kecamatan adaizh Wilayah keria Camat sebagai Perangkat DaerahKabupaten Tegal ;

Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tegal ;

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaien |

Kepala Desa adalah kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tegal ,

8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemernntahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Perwakilan Desa (BPD) ,

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa |

10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri
atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat
Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat seria melakukan pengawa-
san terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa |

11. Pelamar Kepala Desa adalah penduduk Desa yang mengajukan surat lamaran untuk dapat
menjadi bakal calon Kepala Desa ;

12. Bakal Calon Kepala Desa adalah Pelamar Kepala Desa yang telah memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan ,

13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa |

14. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat jumiah dukungan suara
terbanyak sesuai dengan ketentuan yang beriaku ;

15. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
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BAB Ii
LOWONGAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan oleh Pejabat
yang berwenang mengangkatnya.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai saat lowongan jabatan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1} Pasal ini harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan
pemiiinan Kepaia Desa.

(3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diselenggarakan
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak lowongnya jabatan Kepala Desa.

{4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat dilaksnakan pemilihan Kepala Desa, BPD
mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

(5) Dalam hal Bupati berpendapat lain karena situasi dan kondisi setempat belum
memungkinkan, pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 6 (enam) bulan.

(6) Dalam .................
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(6) Dalam hal Bupati berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini maka berlaku
penunjukan Penjabat Kepala Desa.

BAB ili
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 3

(1) Yang dapat dipilth menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Repubiik

Indonesia dengann syarat-syaral .

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ,

b. setia dan tast kepada Pancasiia, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemenntah
rRepublik Indonesia |,

¢. lidak pernah terlibat langsung atau tidak iangsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara
Kesatuan republik Indonesia, seperti G 30.5/PKI dan alau organisasi terlarang lainnya |

d. terdaftar sebagai penduduk Desa yeng bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal
tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhy dengan tidak terputus-putus |

e. beipendidikan  sekurang-kuiangiya  Sekolali  Lanjulan Tigkal Pertama  dan/atau
pendicikan yang sederajat |

f barumur sekurang-kurangnya 28 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun

g. sehal @@smani dan rohani |

h berkelakuan daik, jujur dan adil |

i. tidak pernah dihukum penjara kaiena melakukan tindak pidana |

| lidak dicabut nak pililhnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap |

K. mengenal daeiahinya dai dikenial vieli inasyaiakal Ji Desa selempal |

I. Dbersedia dicaionkan menjadi Kepaia Desa |

m. memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat stiadat yang diatur dalam Peraturan
Daexral.

(2) Bagi Pelamar dan PNS atau TNIVPOLRI atau Ferangkat Desa yang akan mencalonkan dini,
disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga
harus memiliki Surat Keterangan ljin/Persetujuan gan atasan yang berwenang.

(3) Ketentuan lebih lanjut bagi Pelamar dan PMNS, TNI/FPOLRI dan Perangkat Desa diatur kemudian
vieh Bupati.

Pasal 4

(1) Permohonan Pencalonan Kepaia Desa diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia
Pemmilihan Kepala Desa dilengkapi dengar persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

(2) Dalam penyeranan permohonan sebagaimana dimaisud ayat (1) Pasal ini termyata sampai
batas waktu yang telah ditentukan masih ada persyaratan yang belum lengkap maka
permohonan ditolak.

BAB IV
PERSYARATAN, HAK DAN KEWAJIBAN PEMILIH

Pasal §

(1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia yang
a terdaftar sebagal penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6
(enaim) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus |
b. sudah mencapal umur 17 (tujuh belas) lahiun atau telah/pernah kawin |
c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadiian yang mempunyai kekuatan
hukum tetap ,
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d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasiia dan Undang-undang Dasar 1945,
seperti G 30 S. / PKI dan atau organisasi tedarang lainnya kecuali ditentukan tain oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
{2) Calon Kepaia Desa yang telah memenuhi persyaratan tetap mempunyai hak piith

Pasal 6

(1) Setiap Warga Negara Republik indonesia penduduk Desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan tersebit pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, mempunyai hak pilin dalam
pemilihan Kepala Desa.

(2) Dalam menggunakan hak pitth sebagaimena dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.  pemilin
diwajibkan hadir dan tidak boleh diwakil/mewakilkan kepada siapapun dengan alasan
apapun.

(3) A?paabi:a pemilih tidak hadir pada hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, baik ada atau tidak ada
alasan, pemilih yang bersangkutan dinyetakan tidak berhak memberikan suara oleh Panitia
Pemilihan Kepaila Desa.

BABV
PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 7

(1) Kepaia Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memeanuhi syarat.
(2) Pemilihan Kepala Desa ditaksanakan melaiui tahap pencaionan dan pemithan.

Pasal 8

{1) Sebelum diadakan Pemiithan Kepaia Desa, BPD mengadakan rapat dipimpin ci2n ketua dan atau
nimpinan B8P0 untuk :

a Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdin dari para anggola 8FD dan Ferangkat
Desa dan menyampaikan kepada Bupatl untuk mendapat pengesshan dengan tembusan
Camat.

b. Menyusun rencana biaya pemilihan

(2) Hasit rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah
mendapat pengesahan dar Bupati.
(3) Rapat BPD sebagaimana aimaksud ayal (1) Pasal i dihadin Camal selaku Ketua Panitia

Pengawas.

(4) Dalam Rapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Fasal ini Camal memberikan
penjelasan kepada para anggota BPD yang dianggap periu untuk diketahui oleh masyarakat
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilinan Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Penjanngan Bakal Caion Kepaia Desa dilakukan oleh Panitia Permiithan
(2) Selambat-lambatnya 2 (dua; buian sebelum beraichirmya masa jabatan Kepala Desa, BPD melalui
Panitia Pemilihan teiah membuka pengumuman penjaringan Bakal Calon Kepaia Desa.

Pasal 10

Sebelum ditaksanakan Pemilihan Kepala Desa Bupati mengambii iangkah-iangkah :
a Mengesahkan Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (1) Peraturan
Daerah ini dan rencana blaya pemilihan.
b Membentuk Panitia Pengawas d: tingiat Kecamatan.
C. METIDENtUK ...
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¢. Membentuk Pantia Pemantau di tingkat Kabupaten.
Pasai 11
Panitia sebagaimana dimaksud dalem Pasgal 8 ayat (1) hund a Peraturan Daeiah inl susunan
mar?gotaannya terdiri dari
a. Seorang Ketua Panitia diiabat oleh pimpinan 8FD |
b. Seorang Sekretaris Panitia dijabat oleh Sciaetans Desa |
¢. Para anggota Panitia terdini dari para anggota BPD dan Perangkal Desa yang membidangi
urusan Aparatur Pemenntahan Desa serta disesuziian dengan kondisi Desa yang bersangkutan.
Pasal 12

Datam hai Ketua BPD dan atau Sekretaris Dega ikut mencalonkan din dalam Pemithan Kepala Desa,
maka Ketua dan Sekretans Pamtia ditetapkan olah Bat atas usul BRPD.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepalz Nesa sebagaimanz dimaksud dalem Paesal 10 Peraturan Daerah ini

mempunyai 1ugas -

a. Mengadakan pendaftaran pemilili |

b Meneliti dan menadaiukan daftar ool lepada BP0 untuk mendapat pengesahan dengan
tembusan Camat ¢

c. Menenma dan meneliti persyaratan administraiil baka! calon Kepala Desa .

d.  Mengajukan rencana biaya pemilihan |

e Menymapkan Kartu suara atau yang sefenis sesual dengan daftar pemilih yang telah disahkan |

f  Mengaukan rencana tempai dan wakiy pelaksanaan pemungutan suaia kepada oD |

g Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama calon dan dzftar pemitih yvang
telah disahikan

h. Mengadakan persiapan untuk menamin supaya pelaksanaan Pemilitian Kepaia Desa berjalan
dengan tedib, lancar, ainan dan leralur |

J Melaksanakan pemungutan suara |

k. Membuat Berita Acara j@lannya pemilinan dan Benta Acara perhitungan suara sarfa menginmkan

kediua Berta Acara dmaksud kepada Bupail melaivi Camat  setziah diketahui BPD disertal
laporan pelaksanaan pemitthan dan pertanggungiawaban biaya pemilhan Kepala Desa

Pazal 14

(1) Panitia Pemilinan melaksanakan penjaringan Baka! Calon Kepaia Desa sesum dengan persyarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daciah inl

(2) Bakal Calon yang telah memenuly persyaiatan, cieh Panitia Pamilhan dianikan kepada BPD
untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Pasal 18

(1) Dalam Pemilihan Kepala Desa, untul memboniu kolencaran jalannya pemiéhan, Bupati
membenrtulk Panitia Pangawas den Pantiz Pemantau
(2) Panitia sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas ¢
a. Panitia Pengawas
1. Mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa :
2. Mengawasi pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah
pengamanan yang diperiukan .
3. Memeriksa semua kegiatan Panitia Femilinan Kepala Desa |
4. Memberikan petunjuk-patunjuk teknis nelaksanaan Pamitihan Kepatla Desa ¢
5. Memartau rapai-iapat Fanie Pemviinan |
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemantau apabila diperiukan.

i\
5



"

(3) Panitia Pemantau :
1. Menghadiri dan memantau Pemilihan Kepala Desa
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan hasil pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada BPD melalui Panitia Pemilihan
Kepaila Desa dengan dilengkap! persyaratan yang ditentukan.

Pasal 17

Sebelum menetapkan nama-nama calon, BPD mendengarkan saran dan atau pertimbangan Panitia
Pemilihan apabila jumiah calon hanya 1 (satu) orang.

BAB VI
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 18

(1) Sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksankan, para calon Kepala Desa dapal melakukan
kampanye dengan ja;an
a. Memasang / menempel tanda gambar atau cara lain di tempat-tempat yang tidak bertentangan

dengan peraturan yang berlaku, tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum |
b. Melakukan pidato di depan massa sebelum pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(2) Dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dititik beratkan
pada visi, misi dan progran kerja yang akan dilaksanakan seria tidak melakukan perbuatan yang
bersifat menghina atau menjelek-jelekkan sesama Calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal pelaksanaan kampanye dipandang bersifat menghina atau menjelek-jelekikan sesama
calon atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat, maka Panitia Pemilihan dapat
memperingatkan dan atau memerintahkan dihentikannya pelaksanaan kampanye oleh calon yang
bersangkutan.

(4) Pengaturan tentang kampanye akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 19

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan
memberitahukan kepada Penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-
pengumuman di tempat-tempat terbuka, tentang akan diadakannya Pemilthan Kepala Desa.

Pasal 20

(1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;

(2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boieh
diwakilkan dan atau mewalkili.

(3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia
Pemilihan setelah mendengar pertimbangan BPD.

(4) Pemilihan dilaksanakan di wilayah Desa yang bersangkutan.

(5) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumiah pemilih yang hadir dan menggunakan hak
pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumiah seluruh Pemilih yang telah disahkan.

{6) Dalam hal jumiah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan
sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal. Selambat-
lambatnya satu bulan setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pemilihan Kepala Desa
mengadakan Pemilihan Ulang Kepala Desa.

(7) Apabila.....................
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(7) Apabila dalam Pemilihan ulang jumiah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang
dari 1/2 (setengah) dari jumiah Pemilih yang telah disahkan, maka berlakulah ketentuan
penunjukkan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan
Daerah ini.

Pasal 21

(1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk
menjamin .
a. Pelaksanaannya secara demokratis, tertib, lancar, aman dan teratur |
b. Tidak diskriminatif terhadap Calon Kepala Desa maupun pendukung Calon Kepala Desa |

(2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa harus berada di tempat
yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

(3) Panitia Pemilihan Kepala Desa menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya
memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dan atau diwakili

Pasal 22

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpiiih ialah Calon yang mendapal jumiah dukungan suara
terbanyak, sekurang-kurangnya sebanyak jumiah Pemiloih yang hadir dan menggunakan hak
pilihnya, dibagi dengan jumiah Calon Kepala Desa.

(2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, maka Calon Kepala Desa tersebut baru
dapat dinyatakan terpilih apabila mendapat jumiah dukungan suara sekurangt-kurangnya 1/2
(setengah) ditambah satu dari jumiah Pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya.

Pasal 23

(1) Dalam hal tidak seorang Calonpun yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak
sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa
mengadakan Pemilihan Ulang.

(2) Dalam hal Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka
berlakulah ketentuan penunjukkan Penjabat Kepala Desa.

Pasai 24

(1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang mendapat jumiah dukungan suara
terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini dengan jumlah suara yang
sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk Calon-calon yang mendapat jumiah
dukungan suara terbanyak yang sama.

(2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama
pula, maka untuk menetapkan Calon terpilih dilaksanakan dengan cara Calon yang bersangkutan
menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh BPD dalam sampul yang disegel.

(3) Pengssian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan pada
hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa setelah selesainya perhitungan suara.

(4) Nilai yang tertinggi dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (3)
Pasal ini menentukan calon terpilih.

Pasal 25

(1) Panitia Pemilihan dengan pertimbangan BPD menetapkan tempat dan tanggal diadakannya
pemithan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama.

(2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah apabila 1/2
(setengah) dari jumiah pemilih, hadir untuk menggunakan hak pilihnya dan dalam hal ini
ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah ini tetap bertaku.

Pasal ... .. . y
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Pasal 26

Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak
berhasil menetapkan calon terpilih, maka berlakulah ketentuan penunjukkan Pejabat Kepala Desa.

Pasal 27

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) orang calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan
suara harus disediakan 2 (dua) tanda gambar yang berbeda.

Pasal 28

Setelah pemilihan Kepala Desa selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada harl dan tanggal itu juga,

segera :

a Menandatangani Berita Acara jalannya pemilihan Kepala Desa bersama dengan para calon
Kepala Desa yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah berjalan dengan
aman, tertib dan teratur serta sah |

b. Membuka kotak suara dan menghitung jumiah suara yang masuk dengan disaksikan oleh para
calon Kepala Desa, Panitia Pengawas dan Panitia Pemantau |

¢ Mengumumkan hasil jumiah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara
penghitungan suara bersama dengan para saksi yang ditunjuk oleh Calon.

Pasal 28

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera mengajukan Berita Acara
dan laporan pelaksanaan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati
melalui Camat setelah disetujui BPD.

Pasal 30

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara
terbanyak.

(2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan
Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan
disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala
Desa Terpilih.

BAB VI
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 31

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa bersumpah/berjanji dengan sunguh-sungguh
menurut agamanya dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sebagai
berikut
* Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji :
- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepaia Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya dan seadil-adiinya |
- bahwa saya akan selalu taat dalam megamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara |
- dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945
sebagal konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Pasal 32

(1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Fasal 31 ayat (1)
Peraturan Daerah ini, diselenggarakan di Pusat Pemenntahan Desa dalam suatu upacara yang
dihadir! oleh para anggota BPD dan pemuks pemika masyarakat lainnya daiam wilayah Desa
yang bersangkutan.

(2) Apabila pengambilan sumpah/janii dan pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat {1) Pasal ini, karena alasan tertentu tidak memungkinkan dilaksanakan di Pusat Pemerintah
Desa, Bupat menatapkan tempat lain untuk perigambilan sumpanh / jang Pelantikan Kepaia Desa.

Pasal 32

Pada upacara Pengambiian Sumpah/Jang dan Pelantikan Kepaia Desa sebagaimana dimaksud Pasal
32 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa yang akan dilantilc berpakaran dinas upacara,

Pasaf 34

Urutan acara dalam pengambilan sumpahfjanii dan pelantien “epala Desa adalah sebagai  berikut
Pembacaan Keputusan Bupatli |

Pengambilan sumpahianji jabatan oleh Bupati atal pejabat yang ditunjuk |

Penandatanganan Berita Acera pengambitan sumpahfianii |

Wata pelantikan cleh Bupatl atau pejabat yang ditunjuk |

Penyernatan tanda jabatan ol-h Bupat atan paiabat vang diturlk

Peinandalangana: B=iila Acar 4 seial teflima abatan

Pidato Kepala Desa yang baiu dianiik |

Sambutan Bupati |

Pembacaar doa.

~TO@Te00 TR

BAB VIH
KEPALA DESA BERHALANGAN MEMJALANKAN TUGAS

Pasal 38

(1) Kepala Desa yaiy bsimaangan mejaiankan tugas memberitahukan kepada peiabat atasannya.

(2) Kepala Desa yaing bermalangan sebagaimana dimaksud dziam ayat 11) Pasal ini adalah karena
alasan peniting, sakit dan alasar: lain yang dibenarkan oleh hetentuan peiatuian yang Harlaku,

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud aya' (2) Pasal inl, diberkan iin/cuti sesual ketentuan
pengaturan gin/culi yang akan diatur lebih nnjut oleh Durat

Pasal 36

(1) Pemberian cuti Kepala Desa dilakukan oleh Bupali dengan pertimbancanr PPD

(2} Dalam nal Bupat membernkan gin Cuti, disental penunjuldan peinbat vang menjalankan tugas
yang diamiil dani Perangkal Lesa yang dipandang mampu

(3) Penunjuikkan pejabel yang menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal i,
atas usul BFPD.

BABIX
TUGAS DAN HEWAJIBAN KEFPALA DESA
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Pasal 37

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah .

Memimpin penyelebggaraan Pemerintahan Desa .

Membina kehidupan masyarakat Desa

Membina perekonomian Desa |

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa |

Mendamaikan perselisihan masyarakat Desa

Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya ,
Mengajukan rancangan Peraturan Dess dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan
Desa ,

h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini
termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk uniuk kepentingan nasional dan
melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.

Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf & Pasal ini Kepala Desa
dapat dibantu pemuka masyarakat.

Segala perselisinan yang teian didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang
berselisih.

Q@™o a0ow

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Peraturan
Daerah ini, Kepala Desa waijib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak
mempersuiit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersuiit dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala
Desa setelah melaiui teguran dan atau peringatan.

BAB X
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 38

Masa jabatan Kepala Desa adalah 10 (sepuiuh) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan

peiantikan.
Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya tidak dapat dipilih kernbali

BAB Xi
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN
DAN LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA

Pasal 40

Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintanan Desa berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama BPD.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat
meilalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan
tembusan Camat.

Pertanggungjawaban dan Laporan Pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada
setiap akhir tahun anggaran.
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Pasal 41

(1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang diloiak oleh BPD leimasuk per langgunyjawaban
keuangan, harus dilengkapi atau disempurnai@n dan disamparkanm kepada BPD dalam jangka
wakiu paling fama 30 (tiga puluh) har

(2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempuinakan ditolak
untuk kedua kalinga, BPD dapat mengusii'kan pamberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

(1) BPD memberitahiukan kepada Kepala Desa mengenal akan berakhimya masa jabatan Kepala
Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhii masa jabatan.

(2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jsbatan. Kepala Desa menyampaikan peitanggungjawaban
akhir masa jabatan kepada D).

(3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, RFD segera memproses
pemilihan Kepala Desa yang baiu.

Pasal 43

Daiam hat BPD menrdapat bukti aepala Desa molawkan indakan periyaiahgunasn wewanang dan
atau jabatennya, danet meminta pettanggungjawaban kepada Kepala Desa yang bersangkutan.

BAS Xl
LARANGAN BAGI BAKAL CALON
CALON KEPALA DESA, PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIN

Pasal 44

(1) Bakal Caion Kepaia Desa dilatang memberikan dar atau menjanjikan sesustu baik fangsung
map uh tidar fangsuing daiam usaha uniuk mejatikan diniya sebageai Calon Repaia Desa.

(2} Caion Kepala Desa diiarang membernkan dan atsu menianikan sesimaty bailc 'angsurg mauoun
tidak langsung dalam usana untuk memenangkan dinnva daiam pamilthan Kepala Dess

(3) ramitia Pemilihan Kepaia Desa ailarang melakukan kegatan gan atau idakan-tindakan yang
melanggar ketantuan peraturan perndang-undangan vang beraku dalam proses  pemilinan
Kepala Desa.

(4) Pemilih dilarang menggunakan nak piih crang (ain.

BAB Xl
LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 45

(1) Kepala Desa diarang melakukan tindaxan dan aiau melaiaksn tug=s dan kewajiban yang
menjadi tanggung @wabnyva dan meruailkan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Pemerintah Desa dan masyaiakat. v

(2) Kepala Desa dilarang menjadi Pengurus dan atau anggota dari salah satu Partai Politik.

BAB XNV
TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 4¢€
(1) Kepala Desa yang diduga kuat melakukan bindak pigana dapat dilakukan penyidikan oleh Aparat

yang berwail |
(2) Penyidikan .. .......................
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(2) Penyidlkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terlebih dahuiu mendapat ijin dari

(3) Dalam hal pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, BPD wajib minta
persetujuan Bupati.
(4) Setelah BPD memberikan ijin penyidikan terhadap Kepala Desa yang diduga kuat melakukan

lindakan pidana segera mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupali dengan
tembusan Camat.

Pasal 47

(1) Kepala Desa yang diduga melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau jabatannya
akan dilakukan pemeriksaan oleh Aparatur Pemeriksa atau Tim Pemeriksa yang ditunjuk oleh
Bupati.

(2) Hasil Pemeriksaan dimaksud sebagaimana ayal (1) Pasal ini, dilajporkan kepada Bupali untuk
kemudian disampaikan kepada BPD.

BAB XV
PEJABAT YANG MEWAKIL! DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 48

(1) Apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas dapat ditunjuk pejabat sebagai yang
menjalankan tugas.

(2) Pe;abat yang menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh

BPD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Yang Menjalankan Tugas Kepala Desa dan

mempunyai kewajiban melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa kecuali dalam hal keuangan dan
kepegawaian.

(3) Penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diambil dari Perangkat Desa yang
dipandang mampu untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa.

(4) Dalam hal penunjukkan Pejabat yang menjalankan tugas tidak ada Perangkat Desa yang
dipandang mampu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, dapat ditunjuk Pejabat dari
Kecamatan.

BAB XVi
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 49

(1) Kepala Desa yang sedang dalam pemeriksaan aparat yang berwajib, karena diduga melakukan
sualu tindak pidana alas usul BPD dapat diberhentikan sementara.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(3) Selama Kepala Desa diberhentikan sementara, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh seorang
Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Daerah ini.

(4) Atas usul BPD berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetap
matkz‘a( Bupati mencabut Keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa yang bersangkutan
untuk ,

a. Dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak terbukti bersalah ;
b. Diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan terbukti bersalah.

Pasal 50
(1) Kepala Desa yang diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena °

a. Meninggal dunia ,
b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendir |



)
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Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini |
Melanggar sumpah/janji ;

Melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Berakhir masa jabatannya dan teaiah dilantik Kepala Desa yang baru |

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa |
Tindakan-tindakannya menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinan-
nya sebagai Kepala Desa.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberhentikan atas usul BPD
setelah dilakukan penelitian oleh Bupati secara seksama

> @=eao

Pasal 51

Kepala Desa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku dapat diberi peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali

Peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk yang pertama dan kedua dilakukan
oleh BPD, sedangkan pernngatan ketiga dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

Dalam hal Kepaia Desa tidak mengindahkan peringatan sampai 3 (tiga) kali untuk pelanggaran
yang sama, dapat langsung diberhentikan.

Tenggang waktu pemberian peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah satu
bulan sejak diterima.

Pasal 62

Atas usul BPD Kepala Desa yang melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan atau
jabatannya dapat diberhentikan setelah melalui peringatan sebagaimana dimaksud Pasal 50
Peraturan Daerah ini.

(1)
2

(3)
(4)

(1)
(2)
3)

(4)

BAB XVii
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal £3

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diangkat dari Perangkat
Desa yang bersangkutan atau pejabat lain dari tingkat kecamatan.

Masa jabatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun

Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diangkat Penjabat Kepala Desa, BPD segera
memproses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB XViil
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 64

Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Biaya Pemilihan Kepala Desa harus mendapat pengesahan Bupati.

Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditanggung oleh Pemenntah Desa
bersama warga Desa dan bantuan Pemerintah Daerah.

Biaya Pemilinan Kepala Desa digunakan untuk

a. Pembuatan pengumuman, undangan, kotak suara, surat suara, tanda gambar calon ;

b. Pendaftaran pemilih, pembuatan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap ;

c. Pembuatan bilik suara dan tempat pemilihan ;

d Penelitian syarat-syarat Pelamar |
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e. Honorarium Panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat |
f Honorarium petugas.
(5) Pedoman biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati.

Pasai 68

Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala
Desa kepada Bupati melalui Camat setelah disetujui BPD.

BAB XiIX
SANKS!

Pasal 56

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini yang
bersangkutan dinyatakan gugur dalam pencalionan Kepala Desa.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah ini kepada yang
bersangkutan dikenakan tindakan administratif atau diberhentikan dari keanggotaan BPD.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Daerah ini
a. Apabila diketahui sebelum hak pilihnya digunakan, hak pilihnya dianggap tidak sah ,
b. Apabila diketahul setelah hak pilihnya digunakan kepada yang bersangkutan dikenakan

tindakan berdasarkan ketentuan yang beriaku.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini kepada
yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51
Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Kepala Desa yang ada pada saat beriakunya Peraturan Daerah ini diberi kesempatan untuk
menyelesaikan masa jabatannya 8 (delapan) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik.
BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
akan diatur olen Bupati.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini dapat disebut | PERATURAN DAERAH TENTANG KEPALA DESA
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Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal

Disahkan di Slawi
pada tanggal 25 Mei 2000

) BUPAT!I TEGAL
SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 Me{2000

SEKRETARIS RAH KABUPATEN TEGAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2000 NOMOR 2.3



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1929 tentang Pemerintahan
Daerah, maka :
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037} ;
b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun
1979 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153)
Dinyatakan tidak beriaku lagi.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf d, Pasal 43 huruf g, Pasal 69 dan Pasal 111
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Menteri Dalam
Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Pasal
22, maka Persyaratan, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala
Desa perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1dan Pasal 2 . Cukup jelas

Pasal 3 ayat (1) hurufe - Yang dimaksud berpendidikan sekurang-kurangnya
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau
berpendidikan sederajat adalah sekurang-kurangnya
memiliki jjasah SLTP/MTS baik negeri maupun

swasla.

Pasal 3 ayat (1) huruf i © Yang dimaksud melakukan tindak pidana adalah
melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 4 . Batas wakiu untuk melengkapi persyaratan paling
lama 1 (satu) bulan.

Pasal 5 s/d Pasal 7 . Cukup jelas.

Pasal 8 . Hal-hal yang dianggap periu diketahui oleh masyara-
kat .

- Mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam
pemilihan Kepala Desa.

- Tugas-tugas Panitia Pemilihan.

- Pelaksanaan Pemilihan.

Pasal 9 s/d Pasal 16 © Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) . Materi Ujian penyaringan meliputi antara lain :
- Bahasa Indonesia
- Matematika

- Pengetahuan Umum
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Pasal 17 ayat (2) s/d Pasal 30 ayat (1) . Cukup jelas.

Pasal 30 ayat (2) - Tenggang waktu pengesahan hasil pemilihan Kepala
Desa oleh Bupati paling lama 1 (satu) bulan.
Pasal 31 s/d Pasal 60 . Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR



